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Ketua KPU Kabupaten Jember
di-Tempat
l. DASAR:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Badan
Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024

1.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko



Perubahan Pemilih;

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir
Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan
ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko
Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap
Kabko kepada: a. KPU Provinsi; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. perangkat pemerintah
tingkat kabupaten/kota; dan/atau d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
Salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.

Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model AKabko Daftar Pemilih, formulir
Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan

digital.

Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,
Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada Ketua KPU Jember untuk:

1.

Berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk segera menindaklanjuti temuan Pengawas
Pemilu;
Mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pelaksanaan Rapat
Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih
Sementara;
Menerima dan Menindaklanjuti Saran Perbaikan serta Masukan dari Peserta Rapat
Pleno;
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember harus memahami bahwa Baik
Pengawas Pemilu maupun masyarakat secara umum memiliki keterbatasan Data
Pemilih, sehingga berkaitan dengan temuan harus ditindaklanjuti sesuai dengan

mekanisme yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024, dengan menggaris bawahi dokumen autentik, dikecualikan
terhadap masukan dan atau tanggapan mengenai Pemilih TMS kategori meninggal;

5. Bahwa segala jenis Pelanggaran dalam Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi
Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) serta Penetapan Daftar Pemilih
Sementara (DPS) akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya

diucapkan terimakasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jember



